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. .'LEMBA'R.AN DAERAH
- KABUPATENPACITAN

TAIIUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR 13 TAHUN2010

| TENTANG .
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATL PACITAN

: a, bahwa dengan berlakunya Undang-Umdang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak

~Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Mineral bukan logam dan batuan termasuk
" "salah $atujenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten.”

. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Paeitan tentang Pa_]ak Mmeral bukan logam dan batuan.

. Umdang-Umdang-Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
Undang-Undang: Nomor .17, Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian

" Sengketa Pajak (Leémbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1997 Nomor 40
- *Tambahan Lembaran Negam Republik hidonesia Nomor 3684);: .

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

_Penagihan Pajak dengan .Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones:a

- * Nomor 3987); - . foe

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tcntang Pengadxlan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang. Nomor 32 ‘Tahun 2004° tentang . Pemerintahan Daerah

- --(Lembaran Negara Republik: Indonesia -Tahtin";2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Umdang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang ‘Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang — Undang. Nomor 33 ‘Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Ne gara Tahun 2004 Nomor 125

-Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684), ot



8. Undang-Undang Nomor = 4 Tahun 2009 tentang Pcrtambangan Mmeral dan
Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Nomor4959);, . . .

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran Ne gara Tahtm 2009 Nomor 130 Tambahan lembaran Negara Nomor

. . 5049), :

" 10; Peraturah’ Pcmenntah 'NohJor 58" Tnhun 2005" tcntang Pengclolaan Keuangan
' Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578); .

11, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembmaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

, 12 Peraturan Pemetintah, Nomor  69. Tahun 2010 tentang Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
" Negara Tahun 2010 Nomor i 19, Tambahan 1.embaran Negara Nomor 5161);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah' sebagalmana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Nomor 59 Tahun 2007; :

.— 14, Peraturan Daerah Kabupaten Pacltan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacltan
. (Lembaran Daerah Tahun 1988 Nomor 8B); .
15 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7, Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
""" Pengelolaah Keuangari Daérah (1 #thbaran Daérah Tahin 2006 Nomor 7); <
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan'‘Nomor 20 Tahun 2007 tentang Orgauisasi -
Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 27).

Dengan Persetu jnan Bersama |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. DAERAH

KABUPATEN PACITAN
: dan' .
T  BUPATIPACITAN
- MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
’ DANBATUAN T S S
BABT ..
KETENTUAN UMUM
Pasal ]

Dalam Peraturan Daerah ini yang dlmaksud dengan A ." SN
Daerah adalah Kabupaten Pacitan. - SR T S
Pemerintah Daerah adalah Pemenntah Kabupaten Pacltan. _

Bupati adalah Bupati Pacitan.

2w e

Pejabat yang ditunjuk, yang selanjutnya dlsebut Pe,]abat adalah pejabat yang karena tugasnya
diberi kewenangan untuk menetapkan, memungut dan menerima pajak.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut. Pajak, ‘adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan.yang. bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan: dlgunakan untuk kepenuan Daerah bagi
scbesar-besamya kemakmuranrakyat; ©© ;e e s mare

Instansi Pemungut Pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kabupaten
Pacitan,

Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang mempakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
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14,

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

23.

24.

komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Mlhk Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah(BUMD) dengan nama ‘dan dalam bentuk apapun, ﬁuna, kpngsi, keperasi, dana pensmn,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, orgamsas:, massa, Orgamsam sosial. politik, atau erganisasi
lainya, Iembaga dan bentuk badan Ialnnya termasnk komrak mvcstam ‘kolektif dan bentuk usaha
tetap.

Kas Umum Daerah adalah Kas Pemenntah Kabupaten Pacuan.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan
logam dan batuan, baik dari " sumber alani di dalam dan/atau pennukaan bumi untuk
dimanfaatkan,

Mineral Bukan'Logam dan’ Batuan adalah mmeral bukan logam dan batuan sebagalmana
dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara,

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atad Jangka waktu lain yang diatur
dengan Peraturan Bupati. paling lama 3 ‘(tiga) bulan kalendér, yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang, -

Tahun Pajak adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, keeuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam
Tahun Pajak, .atau dalam Baglan Tahun ,Pajak sesua1 dcngan ketentuan peraturan perundang- -
undangan peipajakan daerah., . ‘a

Pemungutan adalah suatu rangkalan kchatan mula1 dan pcnghhupunan data objek dan subjek
pajak, penentuan besamya pajak yang terutang sampa1 keglatan penagiban pajak kepada Wajib
Pajak serta pengawasan penyetorannya. -

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SPTPD adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau’ balta dan kewajlban sesuai dengan ketentuan
peraturan penmdang-undangan peipajakan daerah,; -

Surat Pemberitahnan Objek Pajak, yang selanjutnya dlsebut-SPOP adalah surat yang digunakan
oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya di singkat dengan SSPD, adalah bukti pembayaran
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke kas daerah melaluj tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. ’
Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
ketetapan pajak yang menenfukan: besamya ‘jumlah pokok: pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran kred]t pajak. besamya sankm adm1mstrat1f dan Jumlah pajak yang maslh
harus di bayar; :

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang teleh di
tetapkan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Leblh Bayar’, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah adalah'

. surat ketetapan pajak yang menentukan jumlzh keleblhan pembayaran pajak karena jumlah kredit

pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau sehanmnya tidak terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang: selanjntnyn disingkat SKPDN adalah suatu ketetapan
pajak yang menentukan jjumlah pokok pajek sama besamya dengan junlah kredit pajak, atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya dlsmgkat STPD adalah surat untuk melakukin
tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulls,
kesalahan hitung, dan/atau.kekeliruan “dalam pengrapan- ketentuan tertentu dalam peraturan .
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat,, dalam, | ‘Surat ' Pemberitahuan Pajak
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daemh, Surat Ketétapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagxhan Pajak Daera.h, Surat Keputusan Pembetulan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat kepumsan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Dacrah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambaha.n, Surat: Ketetapan Pajak Daerah Nlhll

,";‘-.."’\ ---‘ .t._ -4'.'.,' .‘-,-
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Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau tcrhadap pcmotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. -

Putusan Banding adalah putusan badan peradxlan paJak atas bandmg terhadap Surat Keputusan
Keberatan yang diajukan oleh Wajib PaJa.k. :

Pembukuan adalah suatu proses, pencatatan yang dllakukan secara teratur untuk mengumpulkan
data dan informasi keuangan yang meliputi harta; kewaJ iban, modal, penghasilan dan biaya, serta
jumlah harga peroichan dan penycrahan- barang ataujjasa, yang dltotup dengan menyusim laporan
keuangan berupa néraca-dan laporan laba rugl untuk periode tahim ) pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghlmpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau
bukti yang dilaksanakan secara objektifidan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk
tujuan lain dalam’ rangka melaksanakan ketcntuan pcraturan ‘perundang-undangan petpajakan
daerah dan retribusi daerah. . SRR

Penyidikan tindak pidana di bldang perpajakan daerah dan ’tetnbusx adalah scrangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari $erta’ mcugumpulkan bukti yang -dengan bukti itu

~ membuat terang tindak pidana di bxdang pexpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta

menemukan tersanigkanya.
Surat Paksa adalah Surat Perintah mcmbayar utang paJak dan blaya penaglhan pajak.

BAB H
NAMA, OBJ'E_K DAN SUBJEK PAJAK

B B .‘ [P, -:, Ce e, .__.--_,_ pasal 2 , |.l oo "‘...I._'.-'-""—_.'.Ih':‘.fi:.:.-....-:_;"' o . - .

(1) Dengan nama Pajak Mmeral Bukan Logam dan Batuan dlpungut paJak atas kegiatan pengambilan

Mineral Bukan Logam dan Batuan.

(2) Obyek Pajak adalah kegiatan pengambilan Mmeral Bukan Logam dan Batuan.
(3) Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) meliputi:

asbes;

a. . AT

b. batutulis; R

¢. “batu seteng'ahpérmata; S TR AL N L S PN

d. batukapur; - i

e. batuapungi

f.  batu permata;

g. - bentonit; )

h. dolomit; y

i. feldspar; L ,

j. garam batu (halite); S AT
k. graﬁt Cone e _- ., iy o _.,.l vl r.. :"-;,':-:.i""'. T __‘:: . -‘“ ,'. o
L gramtfandcmt; S " S

m, gips;

n. kalsit;

o. kaolin;

p. leusit;

Q. magnesit; g

r. mika; LTl -

S, manner; - Tt T arg vt sl

t. nitrat; _ R S

u. opsidien; T

v. oker;

w. pasir dan kerikil;

X.  pasir kuarsa;

y. perdit; _ T -

z. phospat;- =™ T T T L e et el L
aa. talk C f," . B Cag ot e “'f'--‘_-“'-". SRS '-._;' O _'-_::.-‘-:‘f;"-,_'-.__-'

bb. tanah scrap (ﬁdlcrs earrh),
cc, tanah diatome;
dd. tanah liat;




(4)

(1)
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(1)
(2).
G).
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ee. tawas (a/um);

if, tras;

ge. yarosify L it Ll e L.

bh zeoli . T T el

ii. basal : . -:_?_,,. ;o -._..“.-‘v__;-.,__. SRR

jj. trakkit;dan - x

kk. Mineral Bukan Loga.m dan Batuan lamnya sesua1 deﬂgaﬂ ketentuan Peraturan perundang-
undangan e,

leecuahkan dari objek Pajak Mmeral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah:

a. keg;atan pcngambllan Mmeral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan
secamn. komersial, 'seperti * kegiatan pengambilan ‘tanah" untuk " keperluan "rumah tangga,
pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas;

" b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari
kegiatan pcrtambangan Iamnya, yang tldak dxmanfaatkan secara komersial.

L PasaI3
Subjek Pajak Mmeral Bukan Loga.m dan Batuan adalah orang pnbad1 atau badan yang dapat
mengambil Mincnd Bukah Logam dan Bathan. =" -
Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pnbadx atau badan yang mcngambll
Mineral Bukan Logam dan Batuan, .

.. BABW .
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN

LI

Pasal 4 :

--_- L B L]

ta - l-o.:" fa g

Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan LOgam dan Batuan adalah N11a1 Jual basil pengambilan
Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dlhltung dengan mengahkan volume/tonase hasil
pengambilan dengan nllai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam
dan Batuan.

Nilai pasar sebagaxmana dlmaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku d1 lokast
setempat di wilayah daerah yang bersanglcutan. '

Dalam hal nilai pasardari hasil produksi: ‘Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3). sullt diperoleh; digunakan harga standar yang ditetapkan oleh Bupati atas
usul Instansi yang berwenang dalam bidang pcrtambangan Mmeral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal S
Tarif. Pajak Mineral Bukan Logam dxtetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
Tarif Pajak Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persén) e
Khusus untuk Tanah Urug dan kenkxl berpasxr alarm (sxrtu), tanf Pajaknya dltetapkan sebesar
10% (sepuluh persen). o -_ ST o

Pasal 6 '

Besamya pokok Pajak ‘Mineral Bukan Logam dan ‘Batuan yang temtang dihitung dengan cara
mengalikan tarif, pajak sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 5 dengan , dasar pengenaan pajak

sebagaimana dunaksud dalam Pasal 4

q"n. “ha '.." ‘ - . ..-' -
LI T
. ]

. BAB IV o
'WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Pacitan.

L LR R _".'lﬂ_ ~ " _'.:' " AFTENL]
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Pasal 8
Masa Pajak adalah Jangka waktu yang Iamanya 1 (satu) bulan kalender

"BABVI" ..;;ﬁa.5;v_;;
mmmnAP&N SRR

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak tetj adi pada saat Pengambllan Mmeral Bukan Logam dan Batuan.
Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak Wajlb meng151 SPTPD 3 T

(2) SPTPD sebagalmana dintaksud’ pada”ayat (1) hams d1151 dengan Jclas "benar dan Iengkap serta
ditanda tangam oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.

(3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD chtetapkan oleh Bupan

: BABVI
PEMUNGUTAN PAJAK

, BagianKesatu RPN
Tata CamPemungutan S

N Pasal 11 -

(1) Pemungutan Pajak dilarang dlborongkan. .o '
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar sendiri pajak yang terutang, dibayar dengan menggunakan
SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT o . _

o+

e e Pmd12 e Ly
(1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Peg abat dapat menerbltkan

a. SKPDKB dalam hal:
1. jika berdasarkan hasil pemenksaan atau keterangan lam, pajak yang terutang tidak atau
kurang dibayar;

- 2. yika SPTPD tidak dlsampalkan kepada Pejabat dalam jangka waktu terténtu dan setelah
ditegur. secara tertulis tidak. dzsampmkan pada waktunya sebagalmana ditentukan dalam
surat teguran;

3. jika kewajiban meng151 SPTPD tidak dlpenuhl pajak -yang terutang dihitung secara
jabatan. -
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, -
¢. SKPDNjjikajumlah pajak yang terutang sama besamya dengan Jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. -

(2) Jumlah kekurangan pajak yang: terutang dalam SKPDKB sebagalmana dxmaksud pada ayat (1)
huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi adnumstranf 'berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan -dihitung dari pajak yang kurang'atau terlambat  dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat temtangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang temtang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dikenakan sanksi admmlstranf berupa kenaikan’ sebesar 100% (scratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.. -

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud -pada ayat (3) udak dlkenakan Jlka Wajlb Pajak mclaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan - e e

(5) Jumlah pajak yang temtang dalam SKPDKB sebagaunana dunaksud pada ayat (1) hurufa angka
3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan' sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari



)

@

1)

)

pokok pajak ditambah sanksu admxmstranf berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau teriambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitimg scgak saat terutangnya pajak.

Pnsa'l 13 . 4 . '. 'w‘

Tata cara penerbltan SPTPD SKPDKB dan SKPDKBT sebagmmana dLmaksud dalam Pasal 11
diatur dengan Pcraturan Bupan R :

Ketentuan lebih lanjut mengenm tata cara pengxsxan dan penyampalan SPTPD, SKPDKB, dan
SKPDKBT sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati.

- Bagxan Kedua .
Surat Tagnhan Pa]ak Rt

J-e.-' o)

. Pasal 14 .

Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika: :

a.  pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b.  dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis
dan/atau salah hitung; ... - -,

c.  WajibPajak dxkcnakan sanksl adlmmstrauf berupa bunga dan!atau dcnda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang ‘dalam STPD sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (1) huruf

a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

~ bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan scgak saat terutapgnya pajak.

(1)
)
3)

@

1)
)

1)
)

€)

e W

Bagian Kenga
Tata Cira Pcmbayaran dan Pcnaglhan

Pasal 15

- . Tl v,
Tt o ,ﬁ, et

Bupati atau Pej abat mencntukan tanggal Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang
terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak.

SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,
dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertarabah merupakan
dasar penagihan pajak dan harus d11unasx dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sajak
tanggal diterbitkan.

Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajlb Pajak setelah memenihi persyaratan yang dltentukan
dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak urituk rengangstr atau menunda pembayaran
pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, :

Ketentuan lebih lanjut ‘mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, :
angsuran, dan penundaan pembayaran pajak dlatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 16

Pajak yang tcrutang bc1dasarkan SPTPD * SKPDKB, SKPDKBT, .STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan,. dan ‘Putusan. Bandmg yang tidak atau kurang dibayar
oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dcngan Surat Paksa. -
Pcr.aglh..n pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan bérdasarkan peraturan perundang-undangan.

' Pasal 17 :

Pembayaran pajak dllakukan di Kas Daerah atau tempat lam yang ditunjuk oleh Bupati atau
pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalarn SPIPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain ; yang ditunjuk; hasil penerimaan pajak harus
disetor kc Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 gam atau dalam waktu yang diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati,

Pembayaran pajak sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan
menggunakan SSPD.
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Pasal lS

Pembayaran pajak harus dllakukan sekahgus atau lunas;: 5 870 1 |
Bupati atau Pejabat dapat memberikan pcrsetu]uan kepada Wajlb Pa]ak untuk mengangsur pajak
terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur
dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak
yang belum dibayar atau kurang dibayat..

Bupati atau Pejabat dapat memberikan . persetujuan kepada .wajib ‘pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas-waktu yang- diteritukan setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dengan ‘dikenakan bunga sebesar 2%. (dua persen) sebulah dari jumlah pajak yang
belum dibayar atau kurang dibayar. ~. - -. .

Persyaratan untuk” dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran
angsuran dan penundaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh
Bupati atau pejabat. L. . .

Pasal 19

Setiap pembayaran pajak sebagalmana dunaksud dsdam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dlbenkan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan, -

Bentuk, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku pcncnmaan pajak sebagalmana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati,. =~ -

Pasal 20

Surat Teguran atau Surat Penngatan atau surat lam yang sajems .Sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh. tempo pembayaran.
Dalam ]angka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran atau Surat Penngatan atau surat lain
yang sejenis, Wajib Pajak-harus melunasi pajak yang temtang.

Surat Teguran,Surat Peringatan atau surat lain yang sajems sebagalmana chmaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Bupatl atau Pejabat.

Pasal 21 '

CL I

Bentuk, dan ist fonnulir yang dnpergunakan untuk pelaksanaan penagilun paJak daerah dntetapkan oleh Bupati.
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Baglan Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 22
Wajib Pajak dapat mengaj ukan keberatan hanya kepada Bupau atau PCJ abat atas Suatu
a. SKPD; S T LI R A o
b. SKPDKB; Ty o T
¢. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN;dan . '
f. Pemotongan atau pemungutan oleh plhak ketlga berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundangan perpajakan daeral.”
Keberatan dlajukan secara te:tulls dalam bahasa lndones:a dengan dlsextal alasan-alasan yang

jelas,
JK'.:bt:ratan harus’ chajukan dalam jangka waktu pahng lama 3 (tlga) bu!an sejak tanggal surat,
tanggal pemotongan atau pemungutan sebaganmana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib
Pajak dapat menunjukkan bahwa Jangka waktu itu tidak ‘dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Keberatan dapat dlajukan apablla Wajlb Pa]ak telah membayar paling sedikit sejum!ah yang telah
disetujui Wajib Pajak. -

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagalmana dihxaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat
(3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keb;ratan_ seh_mgga tidak dipertimbangkan.
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Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat atau tanda pengmman
surat keberatan melalm surat pos tercatat sebagai tanda bukn penerimaan surat keberatan.

. Pasal 23

'''''

Bupati atau Peja‘bat dalam Jangka waktu palmg lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas kebcratan yang dlajlikan

Keputusan Bupati-atas keberatan dapat berupa menenma seluruhnya atau sebagian, menolak, atau
menambah besamya pajak yang terutang,

Apabila;jangka waktu sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupau tidak memben

suatu keputusan, keberatan yang dxajukan tersebut dxanggap dikabulkan.

Pasal 24

Wajib Pajak dapat menga_]ukan pennohonan bandmg hanya kepada Pengadxlan Pa_lak terhadap
keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan olch Bupati.': . -+
Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diajukan secara tertuhs dalam bahasa

‘Indonesia, dengan .alasan yang jelas dalam: jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima,

dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut. .
Pengajuan permohonan banding menangguhkan. kewa_uban mcmbayar pajak sampai dengan 1
(satu) bulan se_lak tanggal penerbltan Putusan Bandmg

1

S S Pasal25

Jika penga_]uan keberatan “atan permohonan bandmg ducabulkan sebaglan atau seluruhnya,
keleblhan pembayaran pajak dlkembalikan dengan ditambab: 1mba1an bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan umtuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dlmaksud pada ayat. (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKPDLB. .

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dlkabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 50%.(lima ‘puluh persen).dari.jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang tolah dibayar sebelur_n nmengajukan keberatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding,” sanksi administratif bempa denda
sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi
administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan
Banding dikurangi dengan pembayaran pa_lak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kehma ‘
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, ‘dan Penghapusan
- atau Pen gurangan Sanks: admmlstrauf

Pasa126 R

Atas permohonan Wajib Pajak atau karéna jabatannya, Pejabat dapat membetulkan SPTPD,
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hltung dan/atau kekeliruan pencrapan ketentuan tertentu dalam
peraturan penmdang-undangan perpa_] jakan da;rah. Cor _

l.;_'"."\
e

Bupati dapat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi admm:strauf berupa bunga, denda, dan kenaikan
pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daermh, dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan. Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau mcmbatalkan SKPD SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDIB yang tidak benar; - .

wood .'f- ---z_".‘_f- ".‘:',:-' T :_-..-_w{_-,,- ‘:- alwr
- ot . LN RN .

c. mengurangkan atau membatalkan STPD : O L

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang d11aksanakan atau diterbitkan tidak
sesuai dengan tata cara yang dltentukan dan . .
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¢. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar
Wajib Pajak atau kondmx tenentu ohjek pajak.

Ketentuan leblh Ianj ut mengena1 tata cara pengurangan atau penghapusan sanksx administratif dan
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Bupati. - ; R ‘ )

Bagian Keenam -
Sanksi Administratif

Pasal 27

SKPDKB sebagaimana dmaksud pada Pasal 12 ayai ) humf a dlterbltkan

a. apabila berdasarkan hasii pemenksaan atau keterangan lain pajak yang temtang tidak dibayar,
dikenakan sanksi administratif berapa bunga®atas kurang bayar sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau teriambat dibayar untuk . Jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh cmpat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. apabila SPTPD tidak dlsampalkan dalan jangka waktu yang ditentukan dan ditegur secara
tertulis,dikenakan sanksi, admlmsttrasx berupa bunga sebesar 2% (dua persen) scbulan
dihitung dari pajak yang kurang atau feriambat dibayar untuk: Jangka waktu pahng lama 24
(duapuluh empat) bulan dxhxtung sejak saat terulangnya pajald =

‘. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,pajak yang terutang d1h1tung secara:jabatan

dan dikenakan sanksi administratif bempa kenaikan sebesar 25% (duapuluh lima persen) dari
pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak kurang bayar atau yang teriambat dibayar untuk jangka waktu palmg lama
24 (duapuluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak. _
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat.(1) humf b diterbitkan apabila dltemukan
data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang temtang akan dikeriakan sanksi a(hmmstranf be; upa keualkan sebesar 100% (seratus persen)
darijumlah kekurangan pajak tersebut.. .. . :
SKPDN sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ dlterbxtkan apabila jumlah pajak
yang terutang sama besamya dengan jumlah kredlt pajak atau pajak tidak temtang dan tidak ada
kredit pajak, -
Apabila kewajiban membayar pajak temtang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) hurt:f a dan b tidak ataut tidak sepenuhnya dibayaf dalam jangka
waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menexbltkan STPD ch tambah sanksn Admunstranf
berupa bunga 2 % (dua persén) sébulan. . R
Penambahan jumlah pajak yang temtang sebagalmana dxmaksud pada ayat (2) tidak dikenakan
apabila Wajib Pajak mclaporkan sendiri sebelum dllakukan tindakan pemeriksaan.

Bagian Ketujuh :
Pengembahan Keleblhah Pembayaran Pajak

_ e Pasal 28 s e
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembahan keleblhan pambayaran pajak kepada
Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya : -
a. nama dan alamat Wajib Pajak; o
b. masa Pajak;
c. besamya kelebihan pembayaran pajak,

d. alasan yang;jelas.

Bupati atau Pejabat dalam waktu pahng lama 12 (dua bclas) bulaa sejak dltenmanya pem:lohonan
pengembalian kel¢bihan pembayaran’ pajak sebagmmana dnnaksud pada ayat (1) Pasal ini harus
memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaiman dmaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampui dan Bupati
atau Pejabat tidak memberikan suatu putusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB hams dlterbxtkan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan,



;_':7(4)

)
(6)

™

1)

@

°

2

@

| .
@
@

@

0)

(D

Apabila Wajlb Pajak memptmyal utang pajak keleblhan pembaym;an _pajak sebagalmana
dlmaécsud pada ayat (1) Tangsung dlpenutungknn untuk melunam terleblh dahulu utang pajak
tersebut,

Pengembalian kelebman pembayaran pajak sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB,

Jika pengembalian kelebihan pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Bupati atau Pejabat
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran pajak.. - '

Tata cara pengembalian pembayaran pajak sebagalmana dLma,ksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati. ' T

BAB VIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet pahng sedﬂ:it Rp 300 000 000 (tiga ratus; Juta
rupiah) per tahum wajib menyelenggarakan pembukuan atau pcncatatan. '

Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupan

Pasal 30

Bupatl berwenang melakukan pemenksaan untuk mengujl kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan petpajakran daerah

Wajib Pajak yang dlpenksa wajib: :

a. memperiihatkan dan/atau meminj jamkan buku atau catatan, dokumen yang menj jadi dasamya
dan dokumen lain yang bemubungan dengan objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan
memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

¢. memberikan keterangan yang diperlukan. - .~

Ketentuan lebih Ianjut mengenal tata cara pemenksaan Pajak dlatur dengan Peraturan Bupati,

KAD_ALUWARSA PENAGIHAN oo

Pasal 31

Hak untuk melakukan penagxhan pajak menjadl kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu §
(lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuah apabﬂa Waj 1b Pajak melakukan tmdak
pidana di bidang perpaj jakan daerah. e

Kadaluwarsa penaglhan pajak sebagaunana dl.maksud pada ayat (l) tertangguh apabﬂa

a diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa ataty; -

b ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal ini diterbitkan Surat Teguran dan / atau Surat Paksa sebagmmana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penaglhan dﬂntung sgjak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut,

Pengakuan utang Pajak secara Iangsung sebagmmana dimaksud. pada .ayat (2) huruf b adalah
Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan mas:h mempunyai utang Pajak dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah,

Pengakuan ‘utang -secara tidak Iangsung sebagmmana, dlmaksud pada _ ayat (2) huruf b dapat
.diketahui dari pengajuan permchonan angsuran’ atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh wajib pajak. L

. PasaI 32
Piutang pajak yang tidak mungkm dltaglh Iag1 karena haI: 1mtnk melakukan penag1han sudah
kadaluwarsa dapat dlhapuskan. o :
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Bupati menetapkan keputusan penghapusan pmtang pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana '
dimaksud pada ayat (1). ‘
Tata cara penghapusan plutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.
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INSENT IF PEMUNGUTAN
Pasal 33 ‘

Instansi yang mclaksanakan Pcmungutan Pajak Daerah. dlbenkan insentif atas dasar pencapalan

kinezja tertentu,

Penetapan insentif sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) dxtetapkan dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan. - .

Tata cara pemberian dan pemanfaatan msennf sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) dxatur dengan B

Peraturan Bupati, - : : : : '

BABXI

KETENTUAN KHUSUS

PaSal 34

o R T _
Scnap pejabat dllarang membentahukan kepada plhak Iam segala sesuatu yang dlketahul atau
diberitdiukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk
menjalankan ketentuan peraturan penmdang-undangan perpaj jakan daerah,

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagalmana dnnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. pejabatatau tenaga ahli yang bertmdak sebaga: saksl, atau sak51 ahli dalam sidang pengadilan;

b.  pejabat atau tenaga abll yang dxtetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada
pejabat lembaga negara atau instansi Pemermtah yang berwenang melakukan pemeriksaan
dalam bidang keuangan daerah. :

Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memben izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan:tenaga ahli sebagannana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan
keterangan, mempemhatkan buku tertuhs dan atau tentang Wajlb Pajak kepada pihak yang
ditunjuk. T N

Untuk kepentingan’ pemeriksaan di’ pengadllan dalam perkara pidana atau perdata, atas
permmtaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Aeara Perdata, Bupati dapat
memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dan tenaga ahli
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk membenkan dan memperiihatkan bukti tertulis dan
keterangan wajib pajak yang ada padanya,

Permintaan hakim sebagaimana dimaksud, pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau
nama tergugat, keterangan®yang diminta, serta kaltan antara per]rara pldana atau perdata yang

et

bersangkutan dengan keterangan yang dnmn : _., R

BAB XII
KETENT UAN PIDANA -

Pasal 35

Wajib Pajak yang karena kealpaannya ndak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan ndak
benar atau tidak léngkap atat melampirkan keterangan’ yang tidak. benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipldana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dari atau
denda palmg banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib Pajak yang dengan scngaja tidak menyampalkan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar
atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan kevangan
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daerah dapat dipidana dcngan pldana penjara pahng lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah pa]ak yang terutang yang ndak atau kurang dlbayar _

.‘. ey

Pasal 36

Tindak pidana di bldang pcrpajakan daerah udak dmmtut setelah melampam jangka waktu § (lima)
tahun sejak saat terutangnya pajak atau bcrakhxmya Masa Pajak atau berakhimya Bagian Tahun Pajak
atau berakhimya Tahun Pajak yang bersanglcutan. )

Pasal 37

(1) Pejabat atau Tcnaga Ahli yang dxtunjuk oleh Bupau yang karena kcalpaannya tidak mcmenu}n
kewajiban mcrahasiakan hal sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 34 ‘ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Bupau yang dengan sengaja tidak memenuhi
kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 - ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
palrx;lg)lama 2 (dua) tahun dan pxdana denda pahng banyak Rplo 000 000 00 (sepuluh juta
Tupi .

(3) Penuntutan terhadap nndak pldana sebagalmana dxmaksud pada ayat (1) dan ayat ) hanya

. dilakukan atas pengaduan orang yang kcrahasiaamya dilanggar. ,

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat Q) sesuai dengan sxfatnya adalal

menyangkut kepentingan pribadi scscorang atay Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan

tindak pidana pengaduan. _
RN ‘ 'Pasa[38 RO TR :
Denda sebagalmana 'aiinaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 37 ayat (1) - ayat (2) merupakan
penerimaan negara. . U )
BAB xm- .
D ° 'PENVIDIKAN '

Pasal 39 .

(1) Pejabat Pegawai Negeri Slpll terténtu d1 lmghlngan Pemcnntah Daerah dlbcn wcwcnang khusus
sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah,
. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukmn Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai ncgen sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang dlangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
. ketentuan peraturan perundang-undangan.
3) Wewenang Penyidik sebagaxmana dimaksud pada ayat (1) adalah ;

a menerima, mencari, mengu:npulkan, dan mcneim kcterangan atan lapoxan berkenaan dcngan '
tindak pidana‘di bldang perpaj akan daeraﬁ agar. ketexangan ataiz lapbran tersebut lebih lengkap
danjelas;

b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran pcrbuatan yang dilakukan schubungan dengan tmdak pidana perpajakan daerah
tersebut;

¢ meminta keterangan dan bahan bukn dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah; .

d memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokmncn lam berkcnaan dengan tindak
pidana di bidang pelpa]akan ‘daerah; "

e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buku pembukuan, dan catatan dan
dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitdan terhadap bahan bukti tersebut;

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pcnyldlk tindak pidana di
bidang perpajakan daerah; .

. g menyuruh berhenti, melarang sescorang memnggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa. 1dcnt1tas orang atau dokumen yang dlbawa _
sebagaimana dxmaksud pada buruf ¢ ayat 1n1, T

h memotret scscorang yang berkaitan dengan tmdak pldana pcrpajakan daerah



LA

i memanggil o:ang untuk didengar keterangannya dan dlpenksa sebagal tersangka atau saksi;
j menghentikan penyidikan; - -~ .
k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldlkan tindak pldana di bidang
perpajakan daerah menurut hukum ‘yang dapat dipertanggung jawabkan, . . :
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1). mcmberitahukan ; dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada’ Penimtit Umum melalm Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum

Acara Pidana,
B‘A‘B'x)v '
KETENTUAN PERALIHAN
wtm e Pasal 40 ,-;-,'-.;-'5;:".'F.;'-.;.‘._.-';.-', SR

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang ma51h terutang berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan
C masih dapat ditagih selama ]angka waktu 5 (hma) tahun terhxtung sejak saat terutang.

- BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

LR LY I

P“”l 41 -.. ""::. A

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanj ang mengenal pelaksanaannya akan diatur
lebih lan]ut oleh Bupatl : S

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah’ Kabupaten Daaerah T’ngkat 1
Pacitan Nomor 1 Tahun:1998 tentang Pajak Pengamb:lan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
dicabut dan dlnyatakan ndak berlaku '

Pasal 43 .

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januan 2011,
Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pac:tan. SR
R N Dltetapkandl a .‘:5-"’ ‘Pac;tan
pat_la tanggal * - - :21 Desember 2010
WAKIL BUPATI PACITAN
Cap.ttd

2% . H/G/SOEDIBIO.

Diundangkan di Pacitan .
Padatanggal 21 Desember-2010 .

SEKRETARIS DAERAH

- I. MULYONQ, MM "+ -
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014 - .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010 NOMOR 13
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: PENJELASAN R
ATAS

- PERATURANDAERAH KABUPATEN PACITAN
- _ NOMOR :J3 . TAHUN 2010

N a
\ .,-....

, ‘_ :.}..\-I':' o _‘_r.. : ;._ TEN'IANG i *._ : :._\.. '.:.— .-,‘.. -' ‘.- -' .
‘PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

1. UMUM g T N S :
Pelaksanaan pembangunan dan penyelcnggaraan pemcnntahan dibutuhkan pcmbxayaan yang
memadai. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pe.ldapatan daerah untuk membiayai
pcmbangunandan penyelenggaraanpcmenntahan. S e

Dcngan telah dxundangkannya Undang-Uhdang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten - diberikan- kewenangan untuk memungut dan
mengelola pajak di daerah, salah satunya adalah pajak mmcral Bukan Logam dan Batuan,

Pengenaan Pajak minera! Bukan Logam dan Batuan merupakan salah satu upaya untuk
memingkatkan pendapatan daerah, oleh karcnanya untuk kelanearan dan ketertiban pelaksanaannya
dipandang perlu, diatur dan dxtetapkaa dasar hukumnya dengan Peraturan Daerah.

- Trtacay w

TaEe e o B L L LT el .__...._..' - :.',_._ L AT

1L PASAL DEMI PASAL

Pasal! : e
Cukup jelas |

Pasal2 : .
Cukup jelas. i | .

Pasal3 : .. v ;.,.:l;.f ; , :.:_-,-.-__-_';-‘. i
Cokwpjelss - .. 7Ll : .

Pasald : Lo : ’

Ayat (1) L o

Cuipjlas, -+, i T i

Ayat(2)
Cukup Jelﬁﬁ. -
Ayat (3) -
'Cukupjelas. A N : :
M, e

* . R
"'-"-"J‘ "".' ! A

Yong ek dengan “nstasi yang berwenang adalah ‘Dinas Pertaribangan dan
Energi Kabupaten Paeitan. * * "*

Pasal§ : S o .;-“.-,‘
Cukupjelas ~ |
Pasal 6 : -
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- . . -ty e i . v

Cukup jelas

Pasal 7 .
Cukupjelas = . ol
Cukup‘]elas R ‘ .

Pasal 9 " ST .
Cukupjelas ’ -

Pasal10: DRI ‘_, e
Gikupjelas:* T+ 7R e T

Pasal 11 : S . ‘ - . e
Cukup jelas : -

Pasal12: B

Ketentuan iri mengatur penerbltan sufat’ kete pa_;ak ‘atas pa_;ak yang dibayar sendiri

Penerbitan surat ketetapan pa_;ak ‘ditujukan kepa I Wajib Pajak terténts yang disebabkan oleh
ketidakbenaran dalam pengxs:an SPTPD atau karena dltemulcannya data ﬁskal tidak dilaporkan
oleh Wajib Pajak. "~ -

Ayat (1) .- .

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Bupatl untuk dapat menerbitkan SKPDKB,
SKPDKBT atau SKPDN hanya . terhadap ‘kasus-kasus, tertentu, - dengan perkataan lain

. hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau bcrdasarkan hasil pemeriksaan
tidak mcmemllu kewa_;iban formal dan/atau kewa_uban matenal e

Y TR

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampéukan SPTPD pada tahun pajak 2009, Setelah
ditegur dalam jangka ‘waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam

- jangka waktu palmg lama 3 (hma) tahlm Bupat: dapat menerbltkan SKPDKB atas
i pa_;ak yang terutang : : '

n' --'. .
l Ay

2. Seorang Wa_ub Pajak menyampalkah SPTPD pada tahun pajak 2009 Dalam jangka
- waktu paling lama.5 (lima) tahun;’ temyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang
disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati
dapat menerbitkan SKPDKB dltambah dengan sanksi administratif,

3. Wajib Pajak sebagalmana dlmaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPD (B,
apabila dadam jangka. waktu pa]mg lama 5 (lima), tahun sesudah pajak yang terutang
ditemukan data bary dan/atau data yang semulabelum! terungkap yang menyebabkan

"’ peharnbahan juntiahi pa_;ak yahg temtahg. Biipati dapat menerb:tkan SKPDKBT.

4, Wajib Pa_;ak berdasarkan hasﬂ pemenksaan Bupan temyata jumlah pa_;ak yang
© terutang sama besamya dengan jumlah kredit pajak atau pajud tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak, Bupati dapat menerbltkan SKPDN. _

Hurufa .

Chagn) o e
Cukupjelgs;'-‘- B

Angka 2) ' S
Cukup jelas.



Angka 3).

Yang dunaksud dengan penctapan pajalc sccara ;abatan" adalah penetapan
“besamya pajak lemtang yafg dilakukan-olely Bupati afau pejabat yang ditunjuk
* berdasarkan data yang ada atau keterangan lam yang dum11k1 oleh Bupati atau -

Pejabat yang d1tun_|uk.
b o
Colapjetss [ c L
Cukupjelas ) T . , ‘
Ayat 2) S

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kevs}ajlban
perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan dari pajak yang tidak atau teriambat dibayar untuk jangka waktu paling

.. lama _24.(dua pnluh ‘empat) bulan atas pajak . yang tidak- atau terjambat: dlbayar Sanksi

admuustrauf berupa bunga” d1h1tnng sajak ‘Saat terutangnya pajak sampai dengan
dlterbltkannya SKPDKB S SR

Ayat (3)

'Dalam hal Wajib Pajak udak memenuh1 kewaﬁban perpa_]akannya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, ‘yaitu dengan ditemukannya data bam dan/atau data yang semula
belim " terungkap yang befasal 'dari. hasil. pemeriksaan sehingga pajak yang temtang

‘bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dxkenakan sanksi administratif berupa kenaikan

100% (seratus persen) dari’ jumlah’ kckurangan pajak. | Sanksi .administratif ini tidak
dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Ayat (5)

Cukup Ljelaé

" .”,' J-'-

Dalam hal Wa_ub Paj ak udak memenuhl kewapban perpajakannya sebagaunana dlmaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang sechamsnya
dilakukannya, dikenakan sanksi administratif bempa kenaikan pajak sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak yang temtang

Dalam kasus ini, Bupau menetapkau pa_|ak yang temtang secara | jabatan melalm
penerbltanSKPDKB RS URR A SE L .-1;,. o .

-

* Selain sanksi- admuustrauf berupa kenmkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari

' Pasal 13:

pokok pajak yang terutang juga d1kenakan sanksi administratif bempa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau teriambat dibayar untuk Jangka
waktu palmg lama 24 (dua puluh empat) bulan;

Sanksi administratif bempa bunga dihuung sajak saat temtangnya pajak sampai dengan'
dlterbltkannya SKPDKB wo b L

: AT R e Sy !
Cukupjelas' | ” SR .
Pasal 14 ;
. " Cukupjelas - N
Pasal 15 ¢ “‘ - ' -".':‘.



Cukup jeas: A S
Pasal 16 : '

Cukup jelas
Pasal17: ' - T o
Pasal 18 ¢ N

Cukup jelas
Pasal 19'; ' _

. Cukup jelas TR E: R

Pasal 20 ; t o Rt

Pasal 23 :
~ Cukupjelas
Pasal24: - . 0w

Pasal 25 : N
' Culcupjelas.
Pasal 26 : _ ' S

Ayat() oo e e N

. P TN A R S R T R S
. ) E TN T R R I ICEEEIE S A LENE L, Y m W T Ly T "
Cukupjelds. "" = 7 7 TTE TR R LT

Ayat (2)
- Hurufa
Cukup jelas.

- o . . . . o .
e - ] . =, . -
L) . L . o LI | " AP -] LR B . Pl
e = et . C *, . . H
. - " o e e .
. . Ca T e ORI - S AL L AP
- LI R

. Cukup]clas By
Cukup jelas. L
Hufd )

- Cukupjelas '.l.;'._-t_. ' "1',.7;'::'-_';‘1':-'-.. . """ " Lo

Hurufe -
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Yang dimaksud dengan "kondisi terténtu objek pajak” antara lain, lahan pertanlan
yang sangat terbatas, bangunan, dxtempau sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh
golongan ‘Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3) e L a
Cuupjelanr T T S
Pasal 27 :
Cukup jelas
Pasal 28 : | | G o |
Cllkllpjelas ." ‘*i*‘~" ,

Pasal29: . .:- .; - | . "_...: ) : , : |
Cukup jelas - ° ' " :

Pasaldo: . Tl
R

L. . . . s o wr. Bl e R
- L T T e . g Cae e e N T U
Pasal 31 . - o .‘.‘ A . T L . “ FLACIL VA WL X, e ﬂ.. Tom oo, .‘" . :
] e ‘ ‘ STt . . ]
' ’ : ) . a . T

Cukupjelhs o

- Pasai32 -

Cukup jelas -

PR I Lo : . ’ |
Past33: T T L e =
aarQy TR R ‘

Yang dimaksud dengan “instansi | )'rimgh mélaks;éﬁalian 'pemungutan adalah
dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan tungsmya melaksanakan pemungutan Pajak
dan RetnbuSI

A@

Pembenan besamya msenuf ddakukan melalul =pembaha§an yang dllakukan oleh
Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Pcrwakxlah Rakyat Daerah yang
membidangi masalah keuangan. -

Ayat (3)
Cukupjelas.
Pasal34° e

! M - A . . -l
R e L TR LT T R PR, i P I PN LA W B
) ' A o L

Cukup Jelas :

Pasal 35 : : S v ' .' RE g
Cﬁkllpj.elas_ ey
Cukupjelas: ., oo .0 s I
Pasal 37 : . | P T .
Ayat (1)



.
_I

, Pengenaan pldana ku:ungan dan pldana denda kepada, pejabat tenaga ahli yang ditunjuk
oleh Bupati dlmaksudkan untuk menjamin bahwa kcrahasman mengcna: perpajakan
daerah tidak-'akah® diberitahukan kepada“pihak lain,” jiga“agar' Wajib Pajak dalam

memberikaii- data dan keterangan kepada pejabat mengenal perpajakan daerah tidak ragu-

ragu.

Ayat (2)
Cukup Jelas

T . o TS R ,‘I' " * - T -,:
AYat (3) Fone e '- oy .-""'-"':'_‘__.;'f'..;;'-:--'_ '.'-‘;11-"';*'“'_‘ g T v :'_-3'.':_;:" R

Cukupjelas . - . :
" Ayat(4) Lo DT
Cukupjelas. o
Pasal38 : .. .iv L. e e i
| * Cukupjelas .~ Fobiie ::.,_»4'--_:- ?- c: '-: :*:c'-;".:' " L R
Pasal 39 : el “:'_ “ S
Cukupjelas L
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Cukupjelas - .
Pasaldl :
Cukupjelas:
Pasal 42 ; o o '__,;._._ s
S
Pasal 43 : e T
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